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ABSTRAK 

Negara Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai macam masalah, diantaranya adalah 

Korupsi yang merupakan masalah besar yang saat ini dihadapi negara Indonesia. Pada 

kenyataannya korupsi banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan di 

Indonesia, salah satunya tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah mantan Menteri 

Sosial dalam pengadaan Bantuan Sosial di masa Pandemi Covid-19. Dalam kasus ini 

terdakwa telah melakukan korupsi dalam keadaan negara sedang ada Bencana Non Alam 

Berskala Nasional yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan negara sedang 

mengalami Resesi Ekonomi. Dalam membuat Putusan mengenai tindak pidana korupsi 

Hakim memerhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum.  Penelitian ini 

difokuskan pada 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apa dasar 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi 

(Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini merupakan penelitian 

yuridis normatif, dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian skripsi ini menggunakan 

pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya 

yang relevan dengan penelitian ini.  Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan 

pidana dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih memberikan 



kepastian hukum, dan menghilangkan keragaman penafsiran. Pertimbangan Hakim pada 

putusan Nomor 29/Pid.sus-tpk/2021/PN.Jkt.Pst, setiap unsur tindak pidana yang terdapat 

dalam pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti. 

Sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai. Namun, menurut peneliti 

terkait pertimbangan hakim masih terdapat beberapa alasan yang meringankan terdakwa 

yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat. 
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